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ABSTRAK 

 

 

Judul  :  Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Dalam Akta 

Perjanjian Sewa Menyewa Yang Dilakukan Notaris Terkait 

Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 59/Pdt/2019/PT.Bdg 

Nama   : Inest Suryana Anggrek 

NIM  :  207201011 

Kata Kunci :  Perlindungan Hukum, Pihak Ketiga, Aka, Sewa Menyewa. 

 

Isi 

 

Perjanjian sewa menyewa diatur dalam “Pasal 1548 sampai 1600 KUHPerdata. Akta 

perjanjian sewa menyewa harus dibuat secara seksama oleh Notaris. Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah Bagaimana tanggung jawab Notaris atas perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan para pihak dalam perjanjian sewa menyewa dan 

bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang terikat dalam suatu 

perjanjian sewa menyewa yang bersifat melawan hukum terkait Putusan Pengadilan 

Tinggi Nomor 59/Pdt/2019/PT.Bdg. Metode penelitian yang digunakan adalah 

yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tanggung jawab Notaris LA 

atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak dalam perjanjian sewa 

menyewa, di mana tanggung jawab berdasarkan sanksi jabatannya yang dilakukan 

dengan cara dimintakan melalui lembaga Notaris atau organisasi Notaris, lalu 

sanksi yang dapat dikenakan pada Notaris LA adalah sesuai dengan Pasal 16 ayat 

(11) (12) Undang-Undang Jabatan Notaris serta Pasal 1365 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. Perlindungan terhadap pihak ketiga yang seharusnya dapat 

diberikan kepada Nyonya VN sebagai pihak yang berwenang pada akta tersebut 

adalah pemenuhan syarat dan ketentuan mengenai pengenalan penghadap oleh 

Notaris yaitu Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris juncto Pasal 52 

ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris), di mana penghadap harus dikenal oleh 

Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Jabatan 

Notaris. Notaris LA seharusnya lebih teliti dan juga menerapkan prinsip kehati-

hatian yang memang harus dijalankan oleh Notaris”, sehingga kejadian serupa tidak 

terulang dan dapat terhindarkan.   
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Contents   : 

 

The lease agreement is regulated in Article 1548 until 1600 of the Civil Code. The 

deed of lease agreement must be made carefully by a Notary. The problem in this 

research is how is the notary's responsibility for unlawful acts committed by the 

parties in the lease agreement and how is the legal protection for third parties 

bound in an unlawful lease agreement related to the High Court Decision Number 

59/Pdt/2019/ PT. Bdg. The research method used is normative juridical. The results 

show that the LA notary's responsibility for unlawful acts committed by the parties 

in the lease agreement, where the responsibility based on the sanction of his 

position is carried out by being requested through a notary institution or notary 

organization, then the sanctions that can be imposed on an LA notary are in 

accordance with Article 16 paragraph (11) (12) of the Notary Position Act and 

Article 1365 of the Civil Code. Protection against third parties that should be given 

to Mrs. VN as the authorized party on the deed is the fulfillment of the terms and 

conditions regarding the introduction of an appearance by a notary, namely Article 

39 paragraph (1) of the Law on Notary Positions in conjunction with Article 52 

paragraph (1) of the Law Notary position), where the appearer must be known by 

the notary as regulated in Article 39 paragraph (2) of the Notary Position Act. LA 

Notaries should be more thorough and also apply the precautionary principle that 

notaries must carry out, namely by verifying documents with related institutions so 

that this case can be avoide. 
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